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NOMOR : 09 TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU,

Menimbang :a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Buru telah menyempurnakan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai Keputusan
Gubernur Maluku Nomor 315 Tahun 2013 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014;



raturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentinggan umum d n peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; -

o
ot
-

- O
ar
o
[
=
o
Cu
[ Lo
Cl.r
“C}
rc»
g.,u

pahwa penyempurnaan sebagaimana ui-“rla!;sud pada huru

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan se
Peraturan Daerah tentang APBD Kahun

a, dan huruf b, perlu membentuk

.. Mengingat:..

(Lembaran Negara Repub!m ;ndoneSia Tahun 1958 'omor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1617), jo Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Y I T I T AT | T
AalliKu Utdld, Rabu

aten Buru dan Rabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Repubilk

— ==

Nomer 73, Ta...baha Lembaran Negara Nomor 3961) jo Unda'}q undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia mor 4878;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang~Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688);

1.-Undapg- -Undang. . Nomor 20 ;Tahun :1958 tentang Pembeptukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku - . .
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia

' N0m0r 4286); e e R oS e B L iU L e e el s T el L e D e et P b by s g B i et it

. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara {Lembaran

jwegdra Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ian Lembaran Negara Repubiik Indonesia

P T kY

.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistiem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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o Pz UndatigsUndang Nomaor 2 Tahun 2008 tentariq Partal Politik (Lambargh Negara Republik tidonesia Takun ™

13.

14.

15.

<o

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,‘ Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4844); '

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarén Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Al —

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

[P —

. Undang- Unaang Repubiik Indonesia Nomor 28 Tahun- 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan i embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan bara egara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
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20.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Neg Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);

Peraturan Pemerinial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone5|a Nomor 4416) sebagalmana te[ah d|ubah beberapa kah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 47, Tambahan

g
n Lemb

Negara Republik Tndonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); | |
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26.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara

'Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

gelolaan Keua'zgan Daeran

aran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 4578)_:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

(R LV L L

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);




28.

wiNegerNomor2hMakun 264t «tentany: Perubah
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30.

31.

32,

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam

e e

s-Perattirah MenterDalam Neger Nomor-13 Tahui
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubfik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penvaluran dan Laporan Pertanggungi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 27);

: Dengan Persetujuan Bersama =
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BURU

dan

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

531.326.434.254.00

Rp.

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

510.107.750.090.00

Rp.




Sisa Lebif P

(2)

(3)

pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 19.23 233.908.688,22

b. Pengeluaran Rp. ? Ou GG,00
Peﬁbiay’aar Netto Rp. 11.483.908.688,22
mbiayaan Anggaran tahun Berkenan :  Rp 32.702.592.852,27

“'“j'u'miah

Pendapatan Asli Daerah sébagaiman_a dlmakqud pada ayat (1) h
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.
0. Retribusi Daerah sejumiah Rp.
¢. Hasil pengeloiaan kekayaan
daerah yang dipisahkan sejumiah Rp.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah sejumiah Rp.

Dana Perimbangan sébagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
30.059.377.045,00

392.051.369.000,00
56.054.990.000,00

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumiah Rp.
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.
¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.

3.7_83 993,00
165.736.045,00
37.786.914.216,00

wruf a terdiri dari jenis p
3.620.000.000,00
8.266.341.500,00 -

3.052.289.277,00

endapatan ;



a. Hiban e*um!ah Rp ) 0,00
b. Dana darurat sejumiah o 0,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya sejumiah Rp. 9.464.307.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Ctonomi Khusus sejumiah Rp. 28.322.607.215,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau ‘ _
. 'q?m,, - _ ((((( darl Pa,rn Lntab D.aerah laEnnya Se}um!ah RpmfA,-*”\‘io:wwm 3"‘~“”'”QILQI-O“M‘*_'§‘Z~T“w .,,‘ ‘_;:, !", ;~L‘,—"‘_L.ﬂ;'
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumian Rp. 261.489.500.878,63
b. Belania Langsung sejumlah Rp. 248.618.249.211,37
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.  230.053.547.945,30
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 1.002.083.333,33
¢. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 7.853.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 4.537.500.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi

Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan sejumlah Rp. 0,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa sejumiah Rp.  13.043.369.600,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. - 5.000.000.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdm dari jenis belanja :

2)

(3)

(1)#Pembiayaan-Daeratr sebagaimana difakstid d

a. Belanja pegawai sejumliah Rp. 0.470.562.100,00

b. Belanja barang dan jasa sejumia Rp. 32 687.269.608,87

¢. Belania modal sejumlah ' Rp.  95.460.417.502,50
Pasal 4

a, Penerimaan seiumiah

D. Pengeluaran sejumiah

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis nembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebeiumnya (SIiLPA) - sejumiah | Rp. 9.233.908.688,22
b. Pencairan dana cadangan sejumiah Rp. 0,00
¢. Hasll penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumiah  Rp. 3,60
d. Penerimaan pinjaman daerah yang dipisahKan seJL.m{an Rp 10.000.6408.000,00
¢. Penerimaan kembali pemberian pinjaman s ejumlah Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumiah Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah \ Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah  Rp 2.750.000.000,00

C. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
. d. Pemberian pinjaman daerah sejumiah _ Rp. 0,00

&



Pasai 5

Uraian lebih ianjut Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
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Lamniran
niran
Lampiran

Lampiran
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Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
campiran
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Lampiran XIII

Ringkasan APBD:
n Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

T e

aerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Ringkasan APRD menurut Urusa
Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan
Rekapitulasi-Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah:;

¢an Per Jabatan;

wALAEL un, K

Daftar jumlah Pegawai Per Golongan
Daftar Piutang Daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset iainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini; :

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

PASAL 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD.

12
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini muiai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daera

" e e [ed Ivfudr 1 1 1 LW [N

Lembaran Daerah.

.. Disahkan di Namlea
pada tanggal 30 Desember 2013

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 30 Desember 2013

SEK'RETI}RIS DAERAH KABUPATEN BURU,
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ABHUL-ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 09
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